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ABSTRACT

The MMR in West Pasaman Regency has increased from 18 people in 2020, increasing in 2021 to 31 people and in 2022 15 people. The IMR in West Pasaman Regency in 2019 was 94 people, in 2020 there were 82 people, an increase in 2021 to 95 people and an increase again in 2022 to 109 people. This research is socio juridical research, primary and secondary data sources.. Research results: 1) The role of the Health Service in efforts to reduce MMR and IMR is not all that is carried out by the Health Service only referring to the indicator guide for nutrition and health programs for mothers and children issued by the Indonesian Ministry of Health, 2) Obstacles for the Health Service in reducing MMR and IMR there is no role from influential parties. 3) The Health Service's efforts to reduce MMR and IMR include promotive, preventive, curative and rehabilitative aspects. Integrating reproductive health services with other health services such as nutrition, health promotion and PTM and P2P. assistance by a team of specialist doctors in obstetrics and gynecology and pediatric specialists in maternal and child health services, emergencies and maternal neonatal referral systems.
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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan
Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu yang harus dilindungi negara. Pada Pasal 28 H Ayat (1) UUD Tahun 1945 dinyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

 Indonesia memiliki AKI yang termasuk tinggi diantara negara ASEAN. Indonesia menduduki posisi kedua tertinggi setelah negara Laos. AKI menurut Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini masih tertinggal dari target Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2024 yaitu 183 per 100.000 kelahiran hidup dan target Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu sebesar 70 per100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Di Provinsi Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Pasaman Barat, dari tahun ketahun AKI dan AKB masih terbilang tinggi, oleh karenanya pelayanan kesehatan perlu dilakukan peningkatan salah satu dalam hal upaya penurunan AKI dan AKB.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja (SOTK) Dinas Kesehatan Pasal 12 Ayat (3). Dari SOTK tersebut, yang tidak berjalan sebagai mestinya adalah menyiapkan bahan dan Pedoman standar pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi, balita dan anak. Dalam melaksanakan topoksi, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat hanya mengacu pada panduan indikator program gizi dan kesehatan ibu dan anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, seperti program gizi, posyandu, kelas ibu hamil dan belum ada turunan dari Kebijakan Pemerintah Pusat yang sudah ada dalam upaya penurunan AKI dan AKB. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinas Kesehatan Dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Dan Angka Kematian Bayi (AKB)  Di Kabupaten Pasaman Barat
B. Rumusan permasalahan

1. Bagaimanakah peran Dinas Kesehatan dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pasaman Barat?

2. Apakah kendala-kendala Dinas Kesehatan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pasaman Barat?

3. Bagaimanakah upaya Dinas Kesehatan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pasaman Barat

C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk menganalisis peran Dinas Kesehatan dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pasaman Barat?

2. Untuk menganalisis kendala-kendala Dinas Kesehatan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pasaman Barat?

3. Untuk menganalisis upaya Dinas Kesehatan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pasaman Barat

II. METODE PENELITIAN
Metode pendekatan penelitian adalah yuridis sosiologis (socio legal approach. Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden atau informan yang terkait dengan penelitian ini yaitu kepala dinas kesehatan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Pengelola Program Ibu, Pengelola Program Anak, Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Teknik pengumpulan data dengan Studi Dokumen, yaitu penelitian yang berdasarkan pada studi bahan hukum dan wawancara. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik snow ball sampling.

III. HASIL PENELITIAN DAN  PEMBAHASAN
A. Peran Dinas Kesehatan dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pasaman Barat 

Berdasarkan hasil penlitian dengan wawancara dan studi dokumen, peran Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat untuk menurunkan AKI dan AKB dilakukan berupa pembuatan  pedoman layanan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam setiap jenis layanan yang ada di dalam Pelayanan kesehatan yang berada di Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, namun dalam pelaksanaannya SOP tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Ada beberapa tupoksi yang tidak berjalan sebagai mestinya seperti menyiapkan bahan dan Pedoman standar pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi, balita dan anak. Dalam melaksanakan topoksi, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat hanya mengacu pada panduan indikator program gizi dan kesehatan ibu dan anak dari Kementerian Kesehatan RI.

Belum optimalnya peran Dinas Kesehatan sesuai dengan teori bekerjanya hukum oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman yang menyatakan bahwa setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peran  (role occupant) diharapkan bertindak.

B. Kendala-kendala Dinas Kesehatan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pasaman Barat
Adapun kendala-kendala dalam penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Pasaman Barat antara lain : 

1. Kelemahan rencana strategis daerah

2. Mutasi dan rotasi tenaga kesehatan

3. Nomenklatur dan kelembagaan

4. Kewenangan daerah dan pengelolaan tenaga kesehatan

5. Koordinasi lintas sektor

6. Sinergi Pusat-daerah

7. Pengetahuan masyarakat yang minim

8. Keterisolasian wilayah

9. Kompleksitas bidan

10.Efektifitas dan keberlanjutan program

11.Sarana dan prasarana

Masalah kesehatan khusunya AKI dan AKB bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan saja mengingat  sektor lain juga berpengaruh, namun dalam pelaksanaannya keterlibatan seluruh sektor terkait    masih rendah. Sesuai teori hukum dari  Satjipto Raharjo  (2000) bahwa perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM), dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar bisa menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau merupakan hak bagi ibu hamil dan ibu bersalin.

C. Upaya Dinas Kesehatan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pasaman Barat
Meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, mengintegrasikan pelayanan kespro dengan pelayanan kesehatan lainnya seperti gizi, promkes dan PTM serta P2P.

Langkah strategis yang telah dilakukan Dinas Kesehatan dalam upaya penurunan AKI AKB di Kabupaten Pasaman Barat :

1. Penguatan puskesmas dan jaringannya

2. Penguatan manajemen program dan sistem rujukannya

3. Meningkatkan peran serta masyarakat

4. Kerjasama dan kemitraaan 

5. Kegiatan akselerasi dan inovasi yang terkoordinir

Meskipun Upaya dalam Penurunan AKI dan AKB sudah dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat tapi belum dapat menurunkan AKI dan AKB secara signifikan. Sesuai dengan teori bekerjanya hukum Robert B. Seidman dan William Chamblis menyebutkan bahwa bekerjanya hukum didalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga pembuat hukum dan lembaga pelaksana hukum, masyarakat tidak bisa dimonopoli oleh hukum itu sendiri.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Dinas Kesehatan dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pasaman Barat hanya mengacu pada panduan indikator program gizi dan kesehatan ibu dan anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

2. Kendala-kendala Dinas Kesehatan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pasaman Barat adalah Kelemahan rencana strategis daerah, Kewenangan daerah dan pengelolaan tenaga kesehatan, Koordinasi lintas sektor, Pengetahuan masyarakat yang minim, Sarana dan prasarana

3. Upaya Dinas Kesehatan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pasaman Barat meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, Mengintegrasikan pelayanan kespro dengan pelayanan kesehatan lainnya seperti gizi, promkes dan PTM serta P2P

B. Saran
1. Agar Pemerintah Daerah dapat memperkuat Puskesmas dan jaringannya, penguatan manajemen program dan sistem rujukannya, meningkatkan peran serta masyarakat, kerjasama dan kemitraan, kegiatan akselerasi dan inovasi. 

2. Agar Dinas Kesehatan dapat memberikan edukasi dan promosi kesehatan untuk pencegahan AKI dan AKB
3. Bagi masyarakat diharapkan dapat mengikuti himbauan puskesmas dengan rajin ke posyandu dan menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat.
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